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ABSTRAK 

Pengadaan tanah ialah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan 

cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan tanah, bangunan, 

tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan 

hak atas tanah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden 

Nomor 65 Tahun 2006. Dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 

2005 menjelaskan, “Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar 

lapisan masyarakat.”. Akan tetapi, pada pelaksanaan pembangunan fly over 

Jombor di Kabupaten Sleman Yogyakarta masih terkendala pembebasan tanah 

sejak tahun 2012 hingga akhir tahun 2015 akibat terkendala tawar-menawar harga 

ganti rugi oleh 19 warga di Padukuhan Jombor Lor, Desa Sinduadi, Kecamatan 

Mlati seluas 1.982    dengan pemerintah terkait. Tim Appraisal menentukan 

nilai ganti rugi dengan harga Rp4.500.000,00 per meter perseginya, sementara 19 

warga meminta nilai ganti rugi dengan harga Rp10.000.000,00 per meter 

perseginya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan fly over Jombor di 

Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian 

lapangan (field research). Dalam penelitian ini penyusun memperoleh data dari 

wawancara dan observasi serta penelusuran dokumen-dokumen yang ada di 

DPUP ESDM (Bina Marga) DIY dan di Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen 

Bina Marga Satker PJN Wilayah Provisi di DIY. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris  yaitu dengan melihat 

pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan fly over Jombor di Kabupaten 

Sleman DIY yanag kemudian disesuaikan dengan peraturan-perundang-undangan 

yang mengaturnya. 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, mekanisme pengadaan 

tanah dalam pembangunan fly over Jombor dilaksanakan secara langsung karena 

kurang dari 1 (satu) hektar yakni 9.965,6   . Adapun mekanismenya ialah 

pelepasan tanah oleh masyarakat pemegang hak tanah dan pencabutan hak atas 

tanah oleh pemerintah atau instansi yang berkepentingan. Kedua, pengadaan tanah 

dalam pembangunan fly over Jombor terkendala pembebasan 19 bidang tanah 

yang disebabkan oleh ketidakadilan dan kekuranglayakan nilai ganti rugi yang 

ditentukan oleh Tim Appraisal. Sehingga, upaya yang dilakukan pemerintah ialah 

menggelar musyawarah dan mediasi-mediasi antara masyarakat yang belum 

membebaskan tanah dengan pemerintah terkait dan mediasi dengan ORI, serta 

mediasi dengan Komisi C DPRD DIY. Ketiga, mekanisme pembangunan fly over 

Jombor telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja 

Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 sebagai 

pedoman pengadaan tanah yang berlaku masih kurang jelas dan tumpang tindih 

antara aturan satu dengan aturan lainnya. Maka, Pemerintah akan menggunakan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai acuan pengadaan tanah dalam 

pembangunan fly over Jombor tersebut. 
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MOTTO 

 

 

Hidup itu memang pilihan, dan yakinlah dengan apa yang kita 

pilih karena dibalik pilihan itu pasti ada hikmahnya. 

Tidak takut salah karena semua argumen adalah benar. Tidak 

ada manusia yang selalu benar kecuali Rasulullah SAW. 

Apapun itu, kejujuran adalah modal utama menuju kesuksesan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar 

pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, 

pemanfaatannya haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini harus dihindari adanya 

upaya menjadikan tanah sebagai barang dagangan, objek spekulasi dan hal lain 

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945.
1
 

Tanah mempunyai peranan penting dalam hidup dan kehidupan 

masyarakat diantaranya sebagai prasarana dalam bidang perindustrian, 

perumahan, dan jalan. Tanah dapat dinilai sebagai benda tetap yang dapat 

digunakan sebagai tabungan masa depan. Selain itu, tanah merupakan tempat 

pemukiman dari sebagian besar umat manusia, di samping sebagai sumber 

penghidupan bagi manusia yang mencari nafkah melalui usaha tani dan 

perkebunan, yang akhirnya tanah juga yang dijadikan persemayaman terakhir bagi 

seseorang yang meninggal dunia.
2
 Karenanya, tanah merupakan faktor pendukung 

utama kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi tanah tidak hanya terbatas 

                                                           
1
Arie Sukanti Hutagalung, Kewenangan Pemerintahdi Bidang Pertanahan, (Jakarta: 

Rajawali, 2008), hlm. 83. 
 

2
Abdurrahman, Masalah Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, cet. 

ke-2, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 1 dalam Tesis Wahyu Candra Alam Program Studi Magister 

Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponogoro Semarang 2010,  hlm.12. 
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pada kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga tempat tumbuh kembang sosial, 

politik, dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat.
3
 Dengan 

demikian, semakin tumbuh kembangnya masyarakat sosial, politik, dan budaya, 

maka semakin sempit pula tanah untuk berpijak.  

Masalah tanah merupakan masalah yang menyangkut hak rakyat yang 

paling dasar. Tanah di samping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, 

oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna 

kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan 

mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk 

tanah atau fasilitas lain.
4
 

Dalam hal ini, tindakan pemerintah telah dilegalisasi oleh konstitusi 

negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan 

bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, UUPA berpangkal pada pendirian bahwa 

untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak 

perlu dan tidak pada tempatnya negara bertindak sebagai pemilik tanah. Lebih 

tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku 

badan penguasa. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut, kata “dikuasai” dalam 

pasal ini bukanlah berarti “dimiliki” tetapi pengertian yang memberi wewenang 

                                                           
3
Wianahyu  Erwiningsih, “Hak Menguasai Negara atas Tanah”, Tesis, (Yogyakarta: 

Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, 2009), hlm. 1.  
 
4
Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pengadaan Tanah, (Jakarta, Sinar Grafika, 1993), 

hlm. 82. 
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kepada negara sebagai organisasi  kekuasaan dari bangsa Indonesia, sesuai dengan 

UUPA Pasal 2 ayat (2). Hal ini senada dengan yang disampaikan A.P 

Parlindungan
5
 sebagai berikut : 

Ayat (1) Pasal 2 ini telah memberikan suatu sikap bahwa untuk mencapai tujuan 

dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidaklah pada tempatnya bahwa Bangsa 

Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah. Hal ini sesuai dengan 

penjelasan dari UUPA tersebut sehingga negara sebagai suatu organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat (bangsa) bertindak selaku badan penguasa sehingga 

tepatlah sikap tersebut bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Dari 

penjelasan UUPA mengenai hal ini dinyatakan bahwa wewenang hak menguasai 

dari negara ini dalam tingkatan tertinggi : 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaannya. 

b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) 

bumi, air dan ruang angkasa itu. 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa.
6
 

 

 Undang-Undang Pokok Agraria sendiri melalui Pasal 16, memberikan 

landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan menentukan: untuk 

kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta  kepentingan 

bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti 

kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Undang-

undang yang mengatur tentang pengadaan tanah adalah UU Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

Dalam Pasal 6 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 menyatakan bahwa 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah atau 

                                                           
5
A.P Parlindungan, Konversi Hak-hak atas Tanah, (Jakarta:  Mandar  Maju, 1990), hlm. 

43. 
 

6
Citraningtyas Wahyu Adhie, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Kota 

Oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri”, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret Surakarta, 2010), hlm. viii. 
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Pemerintah Daerah adalah digunakan untuk pembangunan jalan umum dan jalan 

tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah 

tanah), satuan air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; waduk, 

bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, 

stasiun kereta api dan terminal; fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul 

penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana; tempat pembuangan 

sampah; cagar alam dan cagar budaya; dan pembangkit transmisi, dan distribusi 

tanpa listrik.
7
 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 

Tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum juga mengatur tentang pengadaan tanah. 

Dalam peraturan ini Gubernur membuat suatu aturan bahwa pengadaan tanah 

harus berdasarkan pedoman pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan 

Pengadaan Tanah di DIY, dimaksudkan sebagai acuan dan pembakuan dalam 

rangka pelaksanaan kegiatan awal dalam tahapan persiapan pengadaan tanah.
8
 

Pengadaan tanah yang dimaksud di sini adalah kegiatan menyediakan 

tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang 

berhak.
9
 Yaitu pihak yang menguasai tanah atau memiliki objek pengadaan 

                                                           
7
 Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum. 

 
8
Pasal 2 Peraturan Gubernur  Daerah  Istimewa Yogykarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang 

Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum. 
 
9
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembanguan untuk Kepentingan Umum. 

 



5 
 

 
 

tanah.
10

 Sementara, ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada 

pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Adapun aspek-aspek ganti 

kerugian yang layak pada prinsipnya harus memenuhi tiga aspek, yaitu aspek 

ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek filosofis.
11

 

Peraturan atau regulasi terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

di Indonesia menyebutkan bahwa dasar nilai ganti rugi tanah berdasarkan NJOP. 

Sebuah penaksiran yang berdasarkan NJOP berarti mengurangi nilai tanah pada 

objek-objek tertentu. Karena itu, peran penilai harga tanah sangat menentukan 

nilai ekonomis tanah yang layak dengan spirit tidak merugikan rakyat pemegang 

hak atas tanah.
12

 Dari segi sosiologis, pemegang hak atas tanah berhak 

mendapatkan ganti rugi terhadap peralihan profesi akibat pelepasan tanah sebagai 

matapencaharian. Para pengusaha mikro seperti pengusaha showroom, pedagang 

sate, pedagang angkringan, dan lain sebagainya yang berada di wilayah 

pembanagunan harus membebaskan tanahnya dan merelakan lahan parkirnya 

menyempit hanya untuk kepentingan umum. Selain itu,  relokasi atau perpindahan 

tempat dari sebuah komunitas yang sudah menyatu dengan pemilik tanah 

membuat mereka enggan untuk melepaskan hak mereka atas tanah. Pemilik tanah 

mengalami ketercabutan dari kehidupan sosial di tempat mereka tinggal 

sebelumnya.
13

 Sementara dari aspek filosofis, dalam kaitannya dengan hukum, 

                                                           
10

Ibid.,Pasal 1 angka 3. 
 
11

Bernhad Limbong, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, (Jakarta: Margaretha 

Pustaka, 2011), hlm. 369. 
 
12

Ibid. 
 
13

Ibid., hlm. 376-377. 
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maka  keadilan adalah salah satu persoalan yang paling menonjol.
14

 Karena terkait 

perhitungan kerugian nonfisik, yang menjadi pesoalan adalah bagaimana 

merumuskan alat ukur ganti rugi  nonfisik karena kerugian sosiologis dan filosofis 

bersifat abstrak. Sehingga dalam hal ini yang menjadi acuan adalah keadilan, 

kenyamanan, dan kebahagiaan sehingga kerugian sosiologis dan filosofis di 

tempat yang lama mendapat kompensasi
15

 di tempat yang baru.
16

 

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sleman Yogyakarta beserta DPUP-ESDM dan Satker Balai Besar PJN Wilayah 

Provinsi DIY dalam rangka pembangunan fly over Jombor, kebijakan tentang 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan 

kompensasi ganti kerugian rupanya belum dipahami secara seksama  oleh 

masyarakat sekitar. Masih ada 19 orang yang mempersulit pembebasan tanah 

hanya karena ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah tidak mencukupi 

kebutuhan ekonomi maupun sosial masyarakat tersebut. Padahal, pada dasarnya 

pemerintah melakukan kebijakan pengadaan tanah bukan semata-mata karena 

Negara mempunyai hak menguasai atas tanah sehingga pemerintah bisa 

berkehendak sewenang-wenang, melainkan pemerintah menjalankan kebijakan 

tersebut atas perintah undang-undang demi mensejahterakan masyarakat umum. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Tatang
17

, jawaban yang akurat 

mengapa yang 19 orang tidak membebaskan tanah ialah karena nilai jual tanah 

                                                           
14

Ibid., hlm. 379. 
 
15

Kompensasi sama dengan ganti rugi dalam buku Bernhad Limbong yang berjudul 

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan pada halaman 363. 
 
16

Ibid., hlm. 379. 
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tidak sesuai. Begitu pun 18 orang yang lainnya jawabannya sama karena 1 tim. 

Alasannya, karena NJOP di ringroad selatan pajaknya Rp550.000,00 per meter 

persegi dan pemerintah membelinya dengan harga Rp3.100.000,00 per meter 

perseginya. Berarti lima kali lipat. Sementara di jalan magelang NJOP nya 

Rp2.200.000,00, maka jika 5 kali lipat dari itu ialah Rp12.000.000,00 per meter 

perseginya. Masyarakat ingin menuntut keadilan dari pemerintah. Masyarakat 

menginginkan harga tanah senilai Rp10.000,00 per meter perseginya karena  atas 

dasar 5 kali lipat dari NJOP yang di barat dan di timur ringroad. Dan sebenarnya 

masyarakat yang 19 orang tersebut tidak ingin menjadi penghambat pengadaan 

tanah di fly over Jombor. Malah sejak awal masyarakat setuju dengan 

dibangunnya  fly over jombor karena memang telah mengharumkan sleman 

sebagai salah satu pintu masuk ke Yogyakarta. Namun, mengingat harga yang 

diberikan oleh tim penilai tanah yang begitu minim yakni Rp4.500.000,00 per 

meter perseginya maka rakyat tidak mau membebaskan tanah dengan harga 

demikian. Warga menginginkan keadilan dari pemerintah karena tidak ada dasar 

hukum yang mendasari mengapa tim penilai tanah memberi ganti rugi 

Rp4.500.000,00 per meter perseginya.
18

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proyek pembangunan fly 

over Jombor terkendala oleh tawar-menawar harga tanah antara Pemerintah 

dengan warga sekitar terkait ganti kerugian atas pembebasan tanah tersebut. 

Seharusnya pengadaan tanah bagi pembangunan fly over Jombor di Kabupaten 

Sleman tersebut berjalan dengan lancar tanpa kendala atau hambatan apapun 

termasuk hambatan mengenai ganti kerugian. Karena tujuan diadakannya 

pengadaan tanah tersebut adalah untuk kesejahteraan sosial bukan kesejahteraan 

pemerintah semata sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan tersebut di atas. 

Berdasakan pada itulah penyusun tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang mekanisme pengadaan tanah atas pembangunan fly over Jombor di 

Kabupaten Sleman, serta tinjauan yuridis terkait pengadaan tanah tersebut. Maka 

                                                                                                                                                               
17

 Pak Tatang ialah salah seorang warga yang belum membebaskan tanahnya untuk 

pembangunan fly over Jombor. 
 
18

 Hasil wawancara dengan  Pak Tatang sebagai salah satu dari 19 warga yang belum 

membebaskan  tanahnya untuk pembangunan fly over Jombor pada tanggal 16 Oktober 2015. 
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dengan demikian, penyusun mengajukan sebuah penulisan hukum yang berjudul 

“Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus 

terhadap Pembangunan Fly over Jombor Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 

Yogyakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun 

merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun beberapa 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini di antaranya: 

1. Bagaimana mekanisme pengadaan tanah atas pembangunan fly over 

Jombor di Kabupaten Sleman Yogyakarta? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan fly over dan 

apaupaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 

dalam mengatasi kendala tersebut? 

3. Apakah pengadaan tanah atas pembangunan fly over Jombor di Kabupaten 

Sleman Yogyakarta sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini selain untuk menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan penyusun, juga antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pengadaan tanah atas pembangunan 

fly over Jombor di Kabupaten Sleman Yogyakarta. 

2. Untuk menjelaskan kendala apa yang dihadapi dalam proses pembangunan 

fly over dan upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman 

dalam mengatasi kendala tersebut. 
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3. Untuk menjelaskan tinjauan yuridis kaitannya dengan pengadaan tanah 

atas pembangunan fly over Jombor di Kabupaten Sleman Yogyakarta. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini penyusun mengharapkan adanya manfaat 

yangbisa diperoleh antara lain: 

1. Kegunaan Teoretis 

a. Berguna untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya mengenai   

pengadaan tanahbagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

b. Berguna untuk memperkaya referensi penulisan tentang Hukum 

Agraria. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Berguna untuk membentuk pola pikir dinamis penyusun serta 

mengembangkan daya talar penyusun yang berhubungan dengan 

mekanisme pengadaan tanah. 

b. Berguna sebagai bahan masukan terhadap seluruh pemerintah 

pemegang otonomi daerah khususnya Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sleman Yogyakarta. 

 

E. Telaah Pustaka  

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini bukan yang pertama kali 

dilakukan, sudah ada penelitian sebelumnya yang serupa. Hanya saja untuk 
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menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penyusun akan mempertegas 

perbedaan masing-masing judul penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini. 

Adapun perbedaan dari masing-masing judul tersebut antara lain: 

Hary Budiyanto
19

 dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus 

Pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Gunung Kidul)”, menyatakan 

bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris yakni mengedepankan penerapan suatu peraturan terhadap apa yang 

terjadi di lapangan dan dalam hal ini peraturan yang digunakan ialah Peraturan 

Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum dalam pelaksanaannya di Gunung Kidul. Adapun  

kasus yang diungkap ialah terkait dengan masalah pengadaan tanah yang 

terhambat oleh pembebasan lahan karena proses ganti kerugian yang memakan 

waktu yang cukup lama. Meskipun pada umumnya penelitian tersebut mempunyai 

banyak kemiripan dengan yang penyusun teliti, akan tetapi perlu ditegaskan 

kembali bahwa obyek penelitian yang dilakukan berbeda. Penyusun meneliti 

kasus pengadaan tanah atas pembangunan fly over Jombor di Kabupaten Sleman 

yang tentunya hasil penelitian yang didapatkan berbeda pula karena proses 

pengadaan tanah yang dilakukan oleh para pelaksana berbeda. Dan meskipun 

secara metode penelitian sama yakni menggunakan pendekatan yuridis empiris, 

                                                           
19

 Hary Budiyanto, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan 

Lintas Selatan di Kabupaten Gunung Kidul)”, Skripsi, (Yogyakarta: Ilmu Hukum Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 
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akan tetapi yang penyusun lakukan ialah menganalisa hasil data yang diperoleh di 

lapangan dan membandingkannya dengan peraturan-peraturan terkait baik UU, 

Perpres, Peraturan Gubernur DIY, Perda Sleman, dan aturan lainnya yang terkait 

dengan itu.  

Muhrima S. Rahmat
20

 dalam skripsinya yang berjudul “Pengadaan Tanah 

untuk Kepentingan Umum  (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Agraria 

di Indonesia)”, menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan 

metode penelitian studi pustaka (library research). Secara normatif, penelitian 

tersebut mengkaji mengenai konsep kepemilikan tanah  untuk kepentingan umum 

menurut hukum Islam dan hukum agraria. Analisis yang dikembangkan adalah 

komparatif, yaitu membandingkan konsep kepemilikan tanah dan pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum menurut hukum Islam dan hukum agraria untuk 

mendapatkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.  

Suci Kharisma Saaba
21

 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2012”, memaparkan permasalahan 

tentang bagaimana proses/pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

dan hambatan-hambatan apa yang timbul dan upaya-upaya untuk mengatasi 

                                                           
20

Muhrima S. Rahmat, “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Komparatif 

Hukum Islam dan Hukum Agraria di Indonesia)” Skripsi, (Yogyakarta:  Perbandingan Mazhab dan 

Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  2009).  
 
21

Suci Kharisma Saaba, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2012”, 

Skripsi, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013). 
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hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan proses 

pemberian ganti kerugiannya untuk kepentingan umum. 

Citraningtyas Wahyu Adhie
22

 dalam skripsinya yang berjudul 

“Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Kota oleh Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri”, menjelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui apakah pengadaan tanah untuk pembangungan Jalan Lingkar Kota 

oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu dalam prosedur pelaksanaannya yang bertahap 

mulai dari perencanaan penetapan lokasi sampai dengan tercapainya kesepakatan 

mengenai ganti rugi atas tanah, bangunan, tanaman serta benda lain yang ada di 

atasnya. dalam hasil penelitiannya, tahap pelaksanaan pembangunan Jalan 

Lingkar Kota di Kabupaten Wonogiri tidak sesuai dengan substansi peraturan 

perundang-undangan pengadaan tanah yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 36 tahun 2005 jo. Perpres Nomor 65 tahun 2006 serta Peraturan 

Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007. 

Adi Akbar
23

 dalam tesisnya yang berjudul “Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Utara Kota Tegal”, menyatakan bahwa 

Penelitian yang dilakukannya adalah bertujuan untuk mengetahui proses 

pengadaan tanah untuk Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Utara Kota Tegal dan 

                                                           
22

Citraningtyas Wahyu Adhie, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Kota 

oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, 2010. 
 
23

Adi Akbar, “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Utara Kota 

Tegal”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro 

Semarang, 2009. 
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kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan untuk 

mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu penelitian hukum 

dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan 

dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.   

Rahma Yanti
24

 dengan judul  “Aspek Kepentingan Umum dalam 

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

(Studi Pelebaran Jalan di Kabupaten Padang Lawas)”. Dasar pemikiran tesis ini 

menitikberatkan pada  pelaksanaan pengadaan tanah yang merupakan persoalan 

kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta 

adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan, terutama mengenai 

penetapan ganti rugi yang seharusnya memenuhi rasa keadilan terutama bagi 

pemilik obyek tanah.  Sehingga penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

menjawab permasalahan tentang bagaimana aspek kepentingan umum dalam 

pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di Kabupaten Padang Lawas, dan 

bagaimana penetapan ganti rugi dalam proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan 

tersebut, serta adakah perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah dalam 

hal ganti rugi tanah untuk kepentingan umum. Adapun hasil penelitiannya ialah 

dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di Kabupaten Padang 

Lawas tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya 

                                                           
24

Rahmayanti, “Aspek Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Pelebaran Jalan di Kabupaten Padang Lawas)”, 

Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 

2012. 
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tidak membentuk panitia pengadaan tanah, tidak dilakukan sosialisasi, dan tidak 

adanya pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang membebaskan tanahnya. 

Mukmin Zaki
25

 tentang “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

(Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”. Penelitian ini merupakan 

penelitian perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam hal pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaturan pengambilan tanah dan konsep kepentingan umum di 

Indonesia dan Malaysia. Adapun yang dibahas dalam penelitiannya ialah tentang 

konsep kekuasaan Negara atas tanah, konsep Negara dapat memiliki tanah, dasar 

hukum pengadaan tanah diIndonesia dan Malaysia, pengertian dan batasan 

kepentingan umum, dan perubahan konsep kepentingan umum dalam pengadaan 

tanah.  

Wahyu Candra Alam
26

 dalam tesisnya yang berjudul “Pengadaan Tanah 

untuk Kepentingan Umum Kurang dari Satu Hektar dan Penetapan Ganti 

Kerugiannya (Studi Kasus Pelebaran Jalan Gatot Subroto di Kota Tangerang)”. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Luasnya Kurang dari Satu 

Hektar dan Penetapan Ganti Kerugiannya dalam pembangunan Pelebaran Jalan 

Gatot Subroto dan pembuatan Over Pass di Kota Tangerang apakah sudah sesuai 

                                                           
25

Mukmin Zaki, “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara 

Malaysia dan Indonesia)”,HasilPenelitian,  (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009). 
 
26

Wahyu Candra Alam, “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kurang dari Satu 

Hektar dan Penetapan Ganti Kerugiannya (Studi Kasus Pelebaran Jalan Gatot Subroto di Kota 

Tangerang)”,Tesis (Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponogoro Program Studi 

Magister Kenotariatan, 2010). 
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dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan masyarakat yang 

terkena pembangunan tersebut.adapun kerangka pemikiran yang digunakan ilah 

hanya sebatas pada pengadaan tanah menurut UUD 1945, UUPA, Perpres Nomor 

36 tahun 2005 jo. Perpres Nomor 65 tahun 2006, serta Peraturan Kepala BPN 

Nomor 3 tahun 2007 Pasal 54 s/d 59. 

Meskipun penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya 

dengan judul dan masalah yang hampir sama pula, namun di sini penyusun 

menegaskan kembali bahwa obyek yang diteliti tidak sama dengan para peneliti 

sebelumnya. Penyusun mengambil obyek pembangunan fly over Jombor di 

Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan perumusan masalah tentang bagaimana 

mekanisme pembangunan, kendala dan upaya, serta apakah pembangunan fly over 

Jombor tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, dalam 

penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian dengan pendekatan 

yuridis empiris, yakni menganalisis peraturan-peraturan tentang pengadaan tanah 

yang berlaku dan menjadikan aturan-aturan tersebut sebagai kajian dan acuan 

untuk mempelajari proses atau mekanisme pengadaan tanah dalam pembangunan 

flyover Jombor di Kabupaten Sleman secara langsung terjun ke lapangan. 

Kemudian selain daripada itu, para peneliti sebelumnya tidak menggunakan teori 

yang sama dengan penyusun. Adapun teori yang digunakan penyusun ialah teori 

Critical Legal Study dan Teori Legal System. Teroi Critical Legal Study 

menjelaskan tentang kritik terhadap keadaan krisis hukum yang gagal berperan 

sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan yang 
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sebenarnya. Sedangkan teori Legal System ialah untuk menganalisa bekerjanya 

suatu sistem hukum dalam kajian hukum dan masyarakat. 

F. Kerangka Teoretik 

1. Teori Sistem Hukum (Legal System Theory) 

Menurut Lawrance M. Friedman, sistem hukum dibatasi ke dalam tiga 

komponen atau fungsi, yaitu komponen struktural, komponen substansi, dan 

komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum 

saling berhubungan dan saling ketergantungan satu sama lainnya.
27

 

a. Komponen Struktural 

Pada Komponen struktural  dijelaskan tentang bagian-bagian sistem 

hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan (institusional), yaitu 

lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga-lembaga lain yang 

mempunyai wewenang sebagai penegak dan penerap hukum. Hubungan antara 

lembaga tersebut terdapat pada UUD 1945 dan amandemennya.
28

 

Komponon struktural ini menyatakan bahwa hukum adalah apa yang 

dikerjakan oleh para pengacara dan institusi hukum, maka sebuah masyarakat 

tanpa para pengacara atau para profesional lainnya dan tanpa institusi hukum akan 

                                                           
27

 Harsanto Nursandi, Sistem Hukum Indonesia, Cetakan keenam, (Banten: Penerbit 

Universitas Terbuka, 2012), hlm. 1.6. 
 
28

 Ibid. 
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berarti sebuah masyarakat tanpa hukum.
29

 Definisi hukum secara institusional ini 

memandang hakikat hukum dalam karakter publiknya, yakni hukum terjalin 

menyatu dengan pemerintah. Adapun Donald Black dewasa ini mendefinisikan 

hukum sebagai “kontrol sosial oleh pemerintah.... yang meliputi segala tindakan 

oleh suatu lembaga politik yang mengurusi batasan-batasan tatanan sosial atau 

pemeliharaannya.
30

 Dengan demikian, secara tersirat negara semata-mata adalah 

sumber atau tolok ukur hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh filosof 

hukum John Austin yang mendefinisikan hukum sebagai titah pihak yang 

berkuasa.
31

 Berdasarkan pemaparan di atas, jelaslah bahwa struktur adalah salah 

satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum.
32

 

b. Komponen Substansi 

Komponen substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan 

mengenai bagaimana institusi-institusi (lembaga-lembaga) itu harus berperilaku. 

H.L.A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan 

ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem adalah kesatuan dari “peraaturan-

peraturan primer” dan “peraturan-peraturan sekunder”. Peraturan primer adalah 

norma-norma perilaku. Sedangkan peraturan sekunder adalah mengenai norma-

                                                           
29

 Lawrence M.Friedman, The Legal System a Social Science Perspektive, (New York: 

Russel Sage Foundation, 1975),  diterjemahkan oleh M.Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu 

Sosial, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 7. 

 
30

 Donald Black, “The Boundaries of Legal Sociology”, 81 Yale L.J. 1086, 1096 (1972) 

dalam buku M. Fridman, The Legal System a Social Science Perspektive, hlm. 8. 
 
31

 John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, aslinya diterbitkan tahun 1832 

(1954), dalam buku Lawrence M.Friedman, The Legal System a Social Science Perspektive, hlm. 

8. 
 
32

 Lawrence M.Friedman, The Legal System a Social Science Perspektive, hlm. 15. 
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norma ini- bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana 

memberlakukannya, dan lain-lain.
33

 Komponen substansi berisikan hasil nyata 

yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berwujud in concreto 

(kaidah hukum individual) dan in abstraco (kaidah hukum umum). Disebut 

kaidah hukum individual karena kaidah-kaidah tersebut berlakunya hanya 

ditujukan pada pihak-pihak atau individu-individu tertentu saja, contohnya:
34

 

1) Putusan yang ditetapkan oleh pengadilan, misalnya seseorang 

diputuskan selama 5 tahun karena telah melakukan pembunuhan. 

2) Keputusan (bestuur) yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya 

seseorang yang diberi izin untuk melakukan impor bahan makanan 

atau seseorang yang diberi izin untuk mengemudikan kendaraan 

bermotor (diberi SIM). 

3) Panggilan yang dilakukan oleh Kepolisian, yaitu seseorang yang 

dipanggil untuk keperluan untuk memeberi keterangan kepada polisi.  

4) Persetujuan dalam suatu perjanjian, misalnya seseorang yang akan 

menyerahkan haknya (dalam bentuk jual beli atau sewa), atau 

seseorang yang harus menyerahkan kewajibannya (dalam membayar 

sewa atau piutang). 

Sementara itu, pada kaidah hukum yang in-abstracto, merupakan kaidah 

umum yang bersifat abstrak karena berlakuknya kaidah semacam itu tidak 

ditujukan kepada individu-individu tertentu tetapi kaidah ini ditujukan kepada 

siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum tersebut. kaidah ini dapat dibaca 

pada perumusan berbagai UU yang ada.kaidah in-abstracto ini menyangkut 

aturan-aturan hukum baik yang berupa UU atau bentuknya yang lain.
35

 Selain itu, 

komponen struktural juga mencakup pembidangan hukum yang membagi 

                                                           
33

 Ibid ., hlm.16. 

 
34

 Nursandi, Sistem Hukum Indonesia, Cetakan keenam, hlm. 1.6. 
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pembidangan dengan hukum publik dan hukum perdata serta hukum materiil dan 

formal.
36

 

c. Komponen Kultural 

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Istilah “kekuatan-

kekuatan sosial” itu sendiri merupakan sebuah abstraksi. Namun begitu, kekuatan-

kekuatan tersebut tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Orang-

orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan-tuntutan. 

Semua ini kadang menjangkau dan kadang tidak menjangkau proses hukum atau 

bergantung pada hukumnya. Misalnya sebuah serikat pekerja akan melakukan 

mogok, memulai sebuah revolusi, mengajukan gugatan hukum, berunding secara 

kolektif, atau membentuk sebuah partai politik bergantung pada banyak faktor. 

Sehingga nilai-nilai dan sikap-sikap yang dipegang oleh para pemimpin dan 

anggotanya adalah di antara faktor-faktor tersebut, karena perilaku mereka 

bergantung pada penilaian mereka mengenai pilihan mana yang dipandang 

berguna atau benar. dengan demikian, kultur hukum mengacu pada bagian-bagian 

yang ada pada kultur umum (adat kebiasaan, opini, cara bertindaak dan berpikir) 

yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum 

dan dengan cara-cara tertentu.
37

  

Selain itu, komponen budaya hukum ini juga dapat diartikan sebagai 

sikap-sikap publik atau para warga masyarakat beserta nilai-nilai yang 

                                                           
36

 Ibid., hlm. 1.7. 
 
37

 Lawrence M.Friedman, The Legal System a Social Science Perspektive, hlm. 17. 
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dipegangnya sangat berpengaruh terhadap pendayagunaan pengadilan sebagai 

tempat menyelesaikan sengketa. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang dipegang oleh 

warga msyarakat tersebutlah disebut budaya hukum. Sehingga budaya hukum 

diartikan pula sebagai keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan 

hukum beserta ssikap-sikap yang mempengaruhi hukum.
38

 

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah 

organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur saling berinteraksi.
39

 

Sehingga dengan adanya pembagian komponen sistem hukum yang dilakukan 

oleh Lawrence M. Friedman inilah ditujukan untuk menganalisa bekerjanya suatu 

sistem hukum dalam kajian hukum dan masyarakat. Selain itu, sistem hukum juga 

sering disebut sebagai tata hukum. Kesamaan sistem hukum dengan tata hukum 

dapat dijumpai dalam buku Soepomo dengan judul “Sistem Hukum Indonesia 

sebelum Perang Dunia Kedua”. Dengan adanya kesamaan tersebut, bukan keliru 

ataupun tidak diterima, hanya saja kesamaan seperti itu merupakan penyempitan 

dari pengertian sistem hukum.
40

 Sehingga Jonathan H. Turner dalam bukunya 

Pattern of Social Organization menyebutkan bahwa di dalam setiap sistem hukum 

ditemukan elemen-elemen adanya:
41

 

1) Seperangkat kaidah atau aturan tingkah laku (axplicit law or rules of 

conduct) yang dikenali. 

2) Tata cara penerapan berbagai kaidah tersebut (mechanism for 

enforcing laws). 

                                                           
38

 Nursandi, Sistem Hukum Indonesia, Cetakan keenam, hlm. 1.8. 
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 Lawrence M.Friedman, The Legal System a Social Science Perspektive, hlm. 18. 
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3) Tata cara untuk menyelesaikan sengketa yang berdasarkan 

kaidah/aturan hukum yang berlaku (mechanism for mediating and 

adjudicating disputes in accordance with laws). 

4) Tata cara pembuatan atau perubahan hukum (mechanism for enacting 

new changing old laws). 

 

 

2. Teori Hukum Kritik (Critical Legal Studies)  

Critical Legal Studies merupakan sebuah gerakan yang lahir pada tahun 

tujuh puluhan di Amerika Serikat. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari aliran 

hukum realisme Amerika yang menginginkan suatu pendekatan yang berbeda 

dalam memahami hukum, tidak hanya seperti pemahaman selama ini yang 

bersifat Socratis. Para penggerak Critical Legal Studies di antaranya adalah 

Roberto Unger, Duncan Kennedy, Karl Klare, Peter Gabel, Mark Tushnet, 

Kelman, David trubeck, Horowitz, dan yang lainnya.
42

 

Adapun perbedaan utama antara Critical Legal Studies dengan pemikiran 

hukum tradisional lainnya adalah bahwa Critical Legal Studies menolak 

pemisahan antara rasionalitas hukum dan perdebatan politik. Tidak ada 

pembedaan model logika hukum; hukum adalah politik dengan baju yang 

berbeda. Hukum hanya ada dalam suatu ideologi. Dan Critical Legal Studies 

dalam hal ini menempatkan fungsi pengadilan dalam memahami hukum sebagai 

perhatian yang utama.
43

 

Walaupun menolak dikatakan sebagai tipe pemikiran Marxis yang 

membedakan antara suprastruktur dan infrastruktur serta hukum sebagai alat 
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 Theo Suwanda , http://notehukum.blogspot.co.id/2013/12/tinjauan-critical-legal-

studies.html, akses pada tanggal 18 November 2015 pukul 17.30 WIB. 
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dominasi kaum kapitalis, Critical Legal Studies mendeklarasikan peran untuk 

membongkar struktur sosial yang hierarkhis. Struktur sosial merupakan wujud 

ketidakadilan, dominasi, dan penindasan. Jadi, Tugas kalangan hukum adalah 

membawa perubahan cara berpikir hukum dan perubahan masyarakat. Adapun 

pemikiran ini terinspirasi pemikiran filsafat kritis dari Jurgen Habermas, Emil 

Durkheim, Karl Mannheim, Herbert Marcuse, Antonio Gramsci, dan lain-lain. 

Jurgen Habermas, Karl Mannheim, Herbert Marcuse, dan Antonio Gramsci adalah 

tokoh-tokoh utama mahzab kritis.
44

 

Critical Legal Studies timbul sebagai kritik terhadap keadaan krisis hukum 

yang gagal berperan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai 

keadilan yang sebenarnya. Krisis hukum itu bersumber pada gejolak sosial pada 

masa tahun 1960-an. Pada masa itu, praktik hukum menampilkan 2 (dua) wajah 

keadilan yang kontras. Di satu sisi, beberapa pengadilan dan beberapa bagian dari 

profesi hukum telah menjadi juru bicara bagi kelompok masyarakat yang tidak 

beruntung. Tetapi di sisi yang lain, pada saat yang bersamaan, hukum 

menampilkan sosoknya yang dilengkapi dengan sepatu boot dan berlaku represif 

untuk membasmi setiap anggota masyarakat yang membangkang. 

Terdapat 2 (dua) tema yang dominan dalam kritik yang dilancarkan oleh Critical 

Legal Studies ini, yaitu:
45

 

a. Institusi-institusi hukum sudah tercemar dari dalam, ikut menyebabkan 

ketiadaan ketertiban sosial secara keseluruhan, dan hukum bekerja 

terutama sebagai alat kekuasaan. Dalam tema ini, keberpihakan hukum 

yang sangat jelas, yang menguntungkan golongan kaya dan merugikan 
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serta menipu golongan miskin, dikutip sebagai bukti yang tidak 

terbantahkan. 

b. Kritik terhadap legalisme liberal (liberal legalism) itu sendiri, adalah 

mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem 

peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak dan otonom. 

 

Oleh karena aliran Critical Legal Study dipengaruhi oleh ajaran kiri, maka 

aliran ini melakukan study terhadap ketidakpercayaan aturan, perundang-

undangan yang dibuat oleh negara. Legislatif merancang undang-undang 

dipengaruhi oleh dua kepentingan antara relasi kuasa dan pasar (ekonomi). Dalam 

perundang-undangan kemudian sengaja diciptakan bahasa perundang-undangan 

yang “bisa”, dan  dapat ditafsirkan berdasarkan kepentingan penguasa. Hakim 

menafsirkan pasal-pasal berdasarkan kehendaknya sendiri. Karena bagi Critical 

Legal Study, seorang hakim sulit dilepaskan dari pengaruh dan gejala politik  serta 

psychologys ketika menjatuhkan putusan dalam perkara di pengadilan.
46

 

 

 

G. Metode Penelitian 

Langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian ini antara lain: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penyusun gunakan merupakan jenis penelitian field 

research. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberi 

gambaran selengkap-lengkapnya mengenai mekanisme pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan analisis hukum dan 
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perundang-undangan, khususnya pengadaan tanah bagi pembangunan flyover 

Jombor di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu merupakan penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul.  

3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana mekanisme pengadaan 

tanah bagi pembangunan fly over Jombor di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 

Yogyakarta serta kendala dan upayanya jika dilihat dari kacamata hukum. 

4. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan 

perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang 

ada mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan flyover Jombor di Kabupaten 

Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.  

5. Sumber data 

Pada dasarnya, sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh 

lansung dari masyarakat, dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu 

data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh 

langsung dari sumber data pertama, yaitu perilaku warga masyarakat,  serta 
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peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-

dokumen resmi, baik buku-buku, maupun hasil penelitiaan yang berwujud 

laporan.
47

  Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain: 

a. Data primer 

Penyusun dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil tiga obyek 

penelitian, yaitu warga masyarakat yang terkait dengan pembangunan fly over 

Jombor Sleman Yogyakarta khusus yang belum membebaskan tanahnya, Dinas 

Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Bina 

Marga), dan Satuan Kerja Program Jalan Nasional Direktorat Kementerian 

Pekerjaan Umum Wilayah Provinsi DIY. Selain itu, penyusun menggunakan 

acuan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis proses pelaksanaan 

pengadaan tanah atas pembangunan  fly over Jombor Kabupaten Sleman tersebut. 

adapun aturan perundang-undangan yang dijadikan acuan ialah antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA) 

3) Peraturan Menteri  Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 tentang 

Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan tanah  

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1976 tentang 

Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan 

Pemerintah bagi Pembebasan Tanah oleh pihak swasta 
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5) Surat Edaran Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri 

No.BTU.2/268/2-76 

6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-

hak  atas Tanah dan Benda-Benda yang Berada di Atasnya. 

7) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan  

8) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadan Tanah 

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

11) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum. 

12) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman  Nomor 12 Tahun 2012  

Tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 

2011-2031 

13) Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah  bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder
48

 ialah data yang erat hubungannnya dengan data primer, 

dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer, seperti hasil karya 

ilmiah para sarjana baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, juga hasil penelitian lain 

yang tersusun dalam bentuk jurnal, artikel, atau media cetak lainnya. 

c. Data tersier 

Data  tersier
49

 yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer 

dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa 

Inggris, dan/atau Kamus Hukum.  

6. Teknik Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagaimana berikut di bawah ini: 

a. Wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak 

diperoleh melalui pengamatan. Wawancara yang digunakan penyusun berbentuk 

wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian 

rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan. 
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b. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan 

mengkaji buku-buku, perundang-undangan, atau data-data yang berupa bahan 

pustaka. 

7. Narasumber 

Narasumber adalah orang yang mempunyai sumber informasi baik berupa 

data maupun dokumen yang berhubungan dengan obyek pennelitian. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini antara lain: 

a. Para pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan fly over Jombor 

Kabupaten Sleman, yakni DPU Kabupaten Sleman, DPUP-ESDM 

Provinsi DIY, dan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal 

Bina Marga Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Propinsi Di 

Yogyakarta. 

b. Para pemilik hak atas tanah yang terkena pembebasan tanah dalam 

pembangunan fly over Jombor khususnya warga yang belum 

membebaskan tanah terkait pembangunan fly over Jombor tersebut. 

c. Masyarakat sekitar (bukan pemilik hak atas tanah) yang tidak terkena 

pembebasan tanah dalam pembangunan fly over Jombor. 

 
8. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian 

kualitatif. Pada teknis analisis data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan prilaku yang dapat diamati.
50

 Dengan demikian, penelitiaan kualitatif adalah 

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik, yaitu 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang 

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan untuk 

membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur, dan sistematis. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi ke dalam 

beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling 

berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuaan 

pembahasan.  

Bab pertama pendahuluan, merupakan pemaparan latar belakang masalah 

yang memuat alasan-alasan munculnya masalah. Rumusan masalah merupakan 

penegasan terhadap isi dalam sub bab latar belakang  masalah kemudian 

dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

Bab kedua gambaraan umum tentang pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan tinjauan yuridis, yaitu 

UUD’45, UUPA,  Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan 

Prrsiden Nomor 65 Tahun 2006, UU Nomor 2 Tahun 2012, dan Perpres Nomor 
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71 Tahun 2012, serta aturan lain yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah bagi 

pembangunan flyover Jombor di Kabupaten Sleman Yogyakarta. 

Bab ketiga berupa pembahasan tentang gambaran umum subyek dan 

obyek pengadaan tanah bagi pembangunan fly over Jombor di Kabupaten Sleman 

Yogyakarta, meliputi: letak geografis, aturan yang mengatur subyek dan obyek 

tersebut, sejarah, visi, misi, wilayah hukum, tugas dan wewenang subyek yang 

melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan fly over Jombor di kabupaten 

Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. 

Bab keempat analisis hasil penelitian yang menjawab semua perumusan  

masalah dalam penelitian ini yaitu tentang mekanisme, kendala dan upaya, serta 

Analisis Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

(Studi Kasus Terhadap Pembangunan Fly over Jombor Kabupaten Sleman Daerah 

Istimewa Yogyakarta). 

Dan bab kelima penutup, berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

menerangkan jawaban atas perumusan masalah yang penyusun teliti, sedangkan 

saran adalah berupa kritik ataupun komentar serta masukan terhadap fakta yang 

terungkap di lapangan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilitian, penyusun menyimpulkan bahwa:  

1. Mekanisme pembangunan fly over Jombor yang terletak di Padukuhan 

Jombor Kidul dan Jombor Lor  Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati dan 

Padukuhan Mraen, Desa Sendangadi, Kecamatan Melati dilaksanakan 

secara langsung oleh Pemerintah Provinsi DIY  dan Pemerintah 

Kabupaten Sleman karena kurang dari 1 (satu) hektar yakni 9.965,6 

  . Sehingga dalam pelaksanaannya, tidak dibentuk panitia pelaksana 

pengadaan tanah. Adapun mekanisme yang dilakukan ialah  hanya 

pelepasan tanah  oleh masyarakat pemegang hak tanah yang berjumlah 

67 orang dan pencabutan hak atas tanah oleh pemerintah atau instansi 

yang berkepentingan. Dalm hal ini, pemerintah yang ditunjuk untuk 

melakukan pengadaan tanah dalam proyek pembangunan fly over 

Jombor ialah Satker PJN Provinsi DIY, Dinas PUP-ESDM DIY,  dan 

Pemerintah Kabupaten Sleman (DPU Kabupaten Sleman).  Dan karena 

fly over Jombor ini merupakan jalan nasional, maka pengelolaan 

dilakukan oleh pusat dan dieksekusi langsung oleh pusat. 

2. Dalam pelaksanaan pembangunan fly over Jombor  tidak berjalan 

lancar sesuai dengan yang direncanakan. Karena selama kurang lebih 5 

(lima) tahun ini pembangunan tersebut masih terkendala pembebasan 

tanah yang terletak di Padukuhan Jombor Lor, Desa Sinduadi, 
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Kecamatan Mlati seluas 1.982    yang terhitung sebanyak 19 bidang 

tanah, yang disebabkan oleh ketidakadilan dan kekuranglayakan 

pemerintah (Tim Penilai Harga Tanah) dalam menentukan nilai ganti 

rugi atas tanah yang dibebaskannya. Tim Penilai Harga Tanah 

(Appraisal) memberi ganti rugi senilai Rp4.500.000,- per meter 

perseginya sedangkan masyarakat meminta keadilan nilai ganti rugi 

senilai Rp10.000.000,- per meter perseginya atau minimal 

Rp8.000.000,- per meter perseginya. Sehingga, upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah ialah dengan dilakukannya beberapa kali musyawarah 

dan mediasi-mediasi antara masyarakat yang terkena dampak 

pengadaan tanah dengan pemerintah terkaitt yang memerlukan tanah, 

mediasi dengan Ombudsman Republik Indonesa Jakarta di 

Yogyakarta, dan audiensi Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah khususnya Satker Balai Besar Program Jalan Nasional DIY 

ialah dengan mengajukan surat permohonan rekomendasi Izin 

Penetapan Lokasi pengadaan tanah kepada Pemerintah Kabupaten 

Sleman dengan luas tanah  2.314,20    dengan dalih kegiatan 

pengadaan tanah untuk pelebaran jalan, bukan untuk pembangunan fly 

over Jombor. Hal demikian dilakukan oleh Satker Balai Besar PJN 

DIY agar regulasi yang dipakai bukan lagi Perpres Nomor 36 Tahun 

2005 jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 melainkan UU Nomor 2 

Tahun 2012. Sehingga  pada tanggal 1 September 2015, Satker Balai 
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Besar pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah DIY mengirim dokumen 

perencanaan pengadaan tanah kepada Guberrnur DIY dengan surat 

pengantar nomor TTN.01.02-BM.P1/0110915/05.  

3.  Secara mekanisme, pengadaan tanah dalam pembangunan fly over 

Jombor yang kurang dari 1 (satu) hektar memang sudah dilaksanakan 

sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Perpres Nomor 36 Tahun 

2005 jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

Akan tetapi kedua regulasi tersebut masih tumpang tindih sehingga 

para pelaksana pengadaan tanah kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah yang terjadi dalam pembebasan tanah khususnya terkait 

dengan penetapan ganti rugi. Keadilan yang dicari masyarakat tidak 

diatur dalam kedua regulasi tersebut yang mengakibatkan masyarakat 

menafsirkan sendiri nilai keadilan atas ganti rugi yang mereka anggap 

sebagai hak yang harus mereka dapatkan. Sehingga dalam hal ini, 

regulasi yang baru (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta 

aturan pelaksananya yakni Peraturan Presdien Nomor 71 Tahun 2012) 

sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangungan fly over Jombor 

tersebut selesai dilaksanakan dengan tanpa melukai hak-hak 

masyarakat khususnya yang terkena dampak pengadaan tanah dan 

umumnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dalam 

pembangunan fly over Jombor tersebut terdapat masalah dalam sistem 
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hukum yang  diterapkan di Indonesia. Ada ketidakseimbangan dan 

tidak saling berinteraksi di antara komponen struktur hukum, substansi 

hukum, dan kultur hukum. Sehingga ada asumsi bahwa hukum adalah 

politik dengan baju yang berbeda. 

 

B. Saran 

1. Untuk Pemerintah 

Seharusnya dalam pengadaan tanah untuk pembangunan fly over 

Jombor ini Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Istimewa  

Khususnya Gubernur DIY tidak diam saja ketika ada kendala dalam 

pengadaan tanah ataas pembangunan fly over Jombor tersebut.  Karena 

menurut hasil wawancara dengan pihak BAPPEDA Sleman, Gubernur 

terkesan membiarkan kenddala tersebut dan tidak bertindak secara 

fisik.  

2. Untuk Tim Appraisal (Tim Penilai Harga Tanah) 

Seharusnya Tim Appraisal menilai harga tanah sesuai dengan harga 

pasaran tanah di mana tanah tersebut terletak. Karena harga tanah yang 

dinilai oleh masyarakat umum ialah letak strategis yang mempengaruhi 

nilai ekonomi, nilai sosial, nilai ekologi, nilai religi, dan nilai politis. 

Namun demikian, Tim Appraisal membutuhkan regulasi yang 

mengaturnya. Sehingga, Tim Appraisal sebisa mungkin harus bertitik 

tolak pada aturan yang berlaku dan  menjelaskan kepada masyarakat 

dari apa saja harga tanah tersebut dinilai. 
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3. Untuk Panitia Pengadaan Tanah (Pelaksana Pengadaan Tanah) 

Seharusnya para pelaksana pengadaan tanah atas pembangunan fly 

over Jombor melaksanakan prosedur pengadaan tanah secara 

sistematis. Artinya, Pemerintah Pusat sebagai Pelaksana pengadaan 

tanah atas pembangunan fly over Jombor jangan tergesa-gesa 

mengeksekusi pembangunan jika seluruh warga masyarakat yang 

terkena dampak pengadaan tanah belum menandatangani atau 

menyepakati nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh Tim Penilai Harga 

Tanah (Appraisal).  Dan Seharusnya ketika musyawarah dan mediasi 

dengan masyarakat, para pelaksana pengadaan tanah menjelaskan 

maksud dan tujuan serta alasan mengapa pembangunan fly over 

Jombor dibangun dan harga ganti ruginya dinilai. Karena, penyusun 

mendapati kesalahpahaman dari masyarakat yang belum membebaskan 

tanahnya terkait dengan nilai ganti rugi yang masyarakat rasa belum 

layak dan tidak berkeadilan. Hal ini perlu dijadikan evaluasi bersama 

agar pemerintah sebagai pelayan publik mendapat kepercayaan dari 

masyarakat. Dan setelah adanya keseimbangan antara rakyat dengan 

pemerintah, maka di situ terciptanya kesejahteraan dalam suatu negara 

(welfare states). 

4. Untuk masyarakat yang belum membebaskan tanahnya 

Seharusnya masyarakat yang belum membebaskan tanahnya mengikuti 

naluri hati jangan mengikuti hawa nafsu yang serakah, dan jangan 

memanfatkan situasi dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. 
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